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PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan zona integritas
menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah
birokrasi bersih dan melayani di lingkungan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu
melakukan upaya pencegahan korupsi secara nyata
melalui pengendalian gratifikasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,



2014, No.2013 2

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 127);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tanggal
30 Desember 2002 tentang Pembentukan Badan
Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan
Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan
Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 103);

8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tanggal 7
Mei 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi
Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota
Dewan Energi Nasional;

9. Keputusan Presiden Selaku Ketua Dewan Energi
Nasional Nomor 11 Tahun 2009 tanggal 22 April
2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;

10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014
tanggal 27 Oktober 2014;



2014, No.20133

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi
Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 224);

12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1725);

13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 863);

14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan
Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan
Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan
Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 992);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokasi Nomor 60 Tahun 2012
tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 919);

16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Satuan Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan
Tambang Bawah Tanah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 209);

17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 23 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
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Kerja Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi
Bencana Gerakan Tanah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1023);

18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Konservasi Air Tanah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1024);

19. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Penanganan
Pengaduan Internal Terhadap Dugaan Tindak
Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1458);

20. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekolah Tinggi Energi dan Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1582);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi
pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa
bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,
pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima oleh
pegawai baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang
dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana
elektronik.

2. Pegawai adalah Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di lingkungan Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Badan Pengatur
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Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan
Usaha Pengangkutan Gas Melalui Pipa dan Dewan Energi Nasional.

3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya
disebut KESDM, adalah kementerian yang mempunyai tugas
menyelenggaraan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral.

4. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK,
adalah Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

5. Unit Utama adalah satuan organisasi Sekretariat Jenderal,
Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan di lingkungan
KESDM.

6. Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, yang selanjutnya
disingkat Sekretariat Jenderal DEN, adalah unsur pembantu Dewan
Energi Nasional, secara fungsional berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Dewan Energi Nasional dan secara administratif
bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

7. Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak
dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Melalui Pipa yang selanjutnya
disebut BPH Migas.

8. Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawasan yang dipimpin oleh
Inspektur Jenderal KESDM.

9. Unit Pengendali Gratifikasi, yang selanjutnya disingkat UPG, adalah
Unit Pengendali Gratifikasi di lingkungan Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral termasuk BPH Migas dan Sekretariat Jenderal
DEN.

10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang energi dan sumber daya mineral.

11. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal yang melaksanakan
fungsi pengawasan di bidang energi dan sumber daya mineral.

BAB II

PRINSIP DASAR PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 2

Prinsip dasar dalam pengendalian Gratifikasi yaitu:

a. setiap Pegawai dilarang menerima dan/atau memberikan Gratifikasi
yang dianggap suap; dan

b. setiap Pegawai bertanggung jawab menjaga profesionalitas dan
integritas dengan melaporkan penerimaan dan penolakan Gratifikasi.


